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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR : W3-A9/86/Kp.02.1/1/2020

TENTANG

TATA TERTIB DAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa jumlah pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh yang pada saat ini belum
mencukupi untuk tenaga Administrasi, baik dibidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan
dan tenaga/petugas keamanan, kebersihan dan pramu kantor.

b. Bahwa untuk menanggulangi kekurangan tenaga tersebut, Pengadilan Agama Muara Labuh
telah mengangkat 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3-A9/18/Kp.00.2/1/2020,
tanggal 02 Januari 2020 yang dipekerjakan selama Tahun Angaran 2020;

c. Bahwa untuk ketertiban dan kedisiplinan setiap Pegawai Honorer tersebut perlu ditetapkan
dalam satu keputusan tentang tata tertib dan disiplin tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG TATA TERTIB
DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020.

Mencabut Keputusan Nomor : W3-A9/15/KP.02.1/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan
menyatakan tidak berlaku lagi serta mengganti dengan Keputusan Nomor : W3-
A9/86/Kp.02.1/1/2020, tanggal 02 Januari 2020.

Menetapkan Tata Tertib dan Disiplin Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut bertanggungjawab kepada Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Labuh, dan setiap Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda yang
membawahi masing-masing PPNPN yang bersangkutan berwenang memberikan Rekomendasi
mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada PPNPN yang tidak mematuhi dan atau tidak
melaksanakan keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Etanka : Muara Labuh
el : 02 Januari 2020
b5 dllan Agama Muara Labuh,

isl, S.Ag., MH.



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

LAMPIRAN . Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor W3-A9/86/Kp.02.1/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang Tata Tertib dan Disiplin Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN )
pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020.

KETENTUAN UMUM

1.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah mereka yang dipekerjakan pada Pengadilan Agama
Muara Labuh yang diperbantukan, baik pada tenaga administrasi umum maupun tenaga administrasi
kepaniteraan sesuai surat keputusan penunjukannya;

Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dipekerjakan wajib menta’ati setiap peraturan
dan ketentuan-ketentuan tata tertib dan disiplin yang telah ditetapkan oleh pimpinan;

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tidak menta’ati dan melanggar ketentuan-ketentuan
tentang tata tertib dan disiplin yang telah ditetapkan, pimpinan berhak menjatuhkan sanksi dan hukuman
sesuai ketentuan;

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berkewajiban:

1.
2.

3.

11.

12.

13.

Mentaati segala ketentuan peraturan kantor;

Melaksanakan tugas-tugas kantor yang dipercayakan kepadanya serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh
pimpinan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan berakhlak mulia;

Menta’ati peraturan jam kerja yang meliputi:

a. Masuk dan Pulang Kantor

Senin — Kamis :08.00 WIB - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB
Jum’at : 08.00 WIB -17.00 WIB
Istirahat : 1130 WIB —13.30 WIB
b. Tidak Masuk Kantor
1)  lIzin Cuti Pernikahan : 15 (lima belas) hari kalender;
2) lzin Cuti Melahirkan . 45 (empat puluh lima) s.d. 60 (enam puluh) hari kerja;
3) lzin Cuti Tahunan : 12 (dua belas) hari kerja;
4) lzin Cuti Ibadah Haji . 50 (lima puluh) hari kalender;
5) lzin Sakit : 3 (tiga) hari kerja, apabila lebih lampirkan surat keterangan sakit
dari dokter.

Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang akan keluar kantor/ tidak masuk kantor oleh
karena suatu hal, maka wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya atau kepada Sekretaris, dengan cara,
apabila hanya keluar kantor 1 — 3 jam, dapat disampaikan secara lisan, kalau lebih dari itu harus dengan cara
tertulis dengan menyebutkan alasannya. Bagi yang tidak masuk kantor izinnya wajib secara tertulis yang
disampaikan sehari sebelumnya, kecuali dalam hal mendadak yang diluar dugaan, maka izinnya dapat
disampaikan melalui telepon/ handphone.

Bersedia dipekerjakan diluar jam kantor (lembur) apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Berkewajiban dan terlibat langsung untuk bekerja sama dengan seluruh pegawai/ siap melakukan tugas dalam
suatu acara, baik pada acara formal maupun non formal sejak dari awal sampai selesainya acara tersebut’
Memupuk dan menjaga rasa ukhuwah/ kebersamaan, baik sesama Pegawai Honor maupun dengan pegawai
lainnya, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan seperti pada acara rekreasi, pesta, ta’ziyah dan lainnya;
Menggunakan dan memelihara barang-barang Milik Negara/ Kantor dengan sebaik-baiknya;

. Dapat memberikan pelayanan prima yang sebaik-baiknya bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan

motto dan janji pelayanan yang telah ditetapkan;

Melaporkan dengan segera kepada atasan/pimpinan, apabila mengerahui adanya hal-hal yang dapat merugikan
dan membahayakan kantor, baik dalam bidang keamanan, keuangan dan materil lainnya;

Ikut serta melakukan sholat berjamaah dengan pegawai lainnya apabila telah masuk waktu sholat (khususnya
Sholat Zuhur dan Ashar);

Menjaga kewibawaan Instansi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai suatu lembaga yang berciri khas
keislaman, baik dalam berbicara, berpakaian dan bertingkah laku;



1. LARANGAN-LARANGAN
Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilarang untuk:

1.

Melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dengan orang lain di dalam
dan di luar kantor dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat merugikan dan mencemarkan nama baik kantor;

Memiliki, memindahtangankan, menjual, menggadaikan, meyewakan atau meminjamkan barang-barang milik
kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secara tidak sah dan melawan hukum;

Melakukan hal-hal tidak terpuji lainnya, baik dalam jam dinas maupun diluar jam dinas, di kantor atau diluar
kantor seperti berkata kotor, mengupat, mengadu domba, menfitnah, berzina dan lainnya.

IV. SANKSI-SANKSI

Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tidak mentaati Tata Tertib dan Disiplin ini, kepada
yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1
2.
3.

Ditegur secara lisan dan yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengulangi;

Ditegur secara tulisan dan yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengulanginya;
Apabila atasan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak puas akan kinerja dari Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ada, maka yang bersangkutan akan diberhentikan untuk sementara,
apabila telah membuat peryataan tertulis bahwa akan menta’ati ketentuan-ketentuan tata tertib dan
kedisiplinan serta siap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka atas rekomendasi atasan langsung,
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut dapat dipekerjakan kembali sebagaimana
mestinya;

Apabila Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tidak menta’ati ketentuan Tata Tertib dan
Kedisiplinan ini, maka akan diberhentikan dengan hormat/ tidak hormat sesuai kesalahan yang dilakukan dan
tidak akan diterima lagi berkerja pada Pengadilan Agama M

uh, 02 Januari 2020
adilan Agama Muara Labuh,



